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GUBERNUR JAMII

PERATURAN_GUBERNUR JAMBI -

NOMQR 26 TAHUN 2017
TENTANG '

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

GUBERNUR JAMBI,

bahwa dengan telah dirumuskannya Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan

. kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah“dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
telah ditetapkan. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20
Tahun 2013 tentang Tata Cara . Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring ' dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Provinsi Jambi;

bahwa dalam .rangka' penyempurnaan tata cara
pembenan -hibah dan bantuan sosial, -maka
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan  Sosial . Pemerintah Provinsi  Jambi

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Pemberlan Hlbah dan Barituan Sos1a1

'Undang—Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang -

Pembentukan ~Daerah-Daerah  Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nonfior 7 5) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1958 tentang - Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra ngkat I Sumatera Barat, Jarnbi dan
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. Republik Indonesia Nomor 5272);

18.

Peraturan Pen'icrintah, Nomor 58 Tahun 2065 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan. Pemerintah Nomor -2 Tahun 2Q12 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S; Tambahan Lembaran Negara,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 '
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. -
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri-Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan. Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman'Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Peridapatan dan Belanja
Dagrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.

14 Tahun 2016 tentang Perubahan’ Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun. 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang . Bersumber Dari . Anggardn Pendapatan Dan
Belanja Daerah <(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '80 Tahun 20 15
tentang Pembentukan Produk - Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangarn Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Janibi Tahun 2009 Nomor 2). sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Perubahan’ Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jambi Nomor 2 Tahun 2009 * tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan -Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

Peraturan . Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan® Keuangan Daerah
Provinsi Jambi (Berita Daerah. Provinsi Jambi Tahun.
2011 Nomor 957) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan
T madeam Damaalalaan Kenangan Daerah Provinsi Jambi
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MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG. TATA CARA

PEMBERIAN- HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
PROVINSI JAMBL. |

BAB 1
KETENTUAN UMUM
' " Bagian Kesatu.

' Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gﬁb'errfur ini, yang dimak_sud dengan : - F - ' :

6. Anggaran Pend

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi. ' »

Gubernur adalah Gubérnur Jambi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘yang selanjutnya disingkat DPRD -adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah'sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

Satuan Pengawas Int;ernal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Inspektorat
" Provinsi Jambi. ’ : ' ' ‘ . s :

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut. - : . : -

A'-

patan dan Belanja Daerah yang selanj‘utﬁya disingkat' APBD

- adalah’ réncana keuangan ‘tahunan pemerintahan daerah yang ‘dibahas dan
~disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. - : | ‘ . ;

Pejabat Pengelola Keuangéxi Daerah yang sélanjutan; disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja- Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan

- PDaerah. -

Satlian Kerja Pengelola Keuangan Daeqah yang selanjutnyé dis-iﬁgkat- SKPKD
adalah perangkat daerah pada  Pemerintah Daerahr-yang melaksanakan

8.

_/__pen‘gelolaa;n APBD. .

pengelolaan- APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum

@jﬁbﬁt Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK

V" SKPKD adalah Pejabat-yang melaksanakan—fangsi-tatausaha keUangan-pada
-SKPKD yang berada pada Kuasa Bendahara Umum Dacrafi——"s= e

.

o ——
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.10 Organisasi Pe;‘angkét- Da&ﬁ?aﬁ%%&ﬁ“rﬁﬁ%smgkat OPD adalah perangkat
: daerah pada pemerintah daerah seleku pengguna anggaran/barang.

11. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat BAKEUDA

adalah OPD y

ang mempunyai tugas sebagali PPKD dan bertindak sebaga
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan, - o

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD.

adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi-Jambi

' . selaku Bendahara Umum Daerah.
. 14.

15.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA—SKPD_
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yarg berisi program, kegiatan
dan anggaran SKPD. . SR ¢

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD

" merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi .

16,

s

Jambi selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD

merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang
-digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. '

17.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daera
kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi

‘Kemasyarakatan yang berbadan huktim indenesia, yang secara spesifik -telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak.
secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Daerah. : ' S '

Bantuan Sosial adalah  pemberian bantuan berupa uang/barang dari
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan- selektif yang bertujuan untuk

" melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. |

19.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristivva yang dapat menimbulkan potensi

. terjadinya kerentdnan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok '
. . dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis

. 20

i s

politik, fenomena alam dan bencana ‘alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidek dapat hidup dalam kondisi

.wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Dacrah sclanjutnya disingkat NPHD adalah naskah
perjanjian “hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan penerima hibah. '

Surat Pgerintah Pembayarén yang selanjutnya disingka’t SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan

; kegiatan/bendahara pengeluaran m_ltuk,mengajukan permintaan pembayaran.

o
- yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
- anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluardn.

Surat Perintah Membayar yang sclanjutnya disingkat SPM-adalah dokumen

-~

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini rheliputi 'penganggarein, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta rrAnQnitoring' dan evaluasi



(!

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
diberikan kepada satuan. kerja dari kementerian /lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerab lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran. daerah
- sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang wilayah
" kerjanya bérada dalam wilayah Provinsi Jambi. - 2w .

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ‘
huruf c¢ diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima oleh

Pemerintah Daerah ‘dari Pemerintah sesual dengan ketgntt.lén peraturan
perundang-undangan., ' o o

‘(5) Hibah képad'va badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 5 huruf
d diberikan kepada badan dan lembaga : '

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
~ peraturan perundang-undangan; . SR . o '
b. yang bersifat nirlaba, sukarela*dan sosial yang telah ‘memiliki  Surat
. Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,’
' Gubernur atau Bupati/Walikota; atau '

c. yang. bersifat .nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemierintah pusat dan/atau pemerintah daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan

; kewenangannya. - '
(6) Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Jambi. A | : e

. (7) Hibah kepada_organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

‘-'"‘" sebagaimana dimaksud dalam Pasal’5 huruf d diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia sesual peraturan perundang-undangan.

 Pasal7
: @ibgh kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : .

a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jambi; -

~

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat atau
sebutan lainnya; dan : :

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jambi.
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, @I-hbah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dlmaksud daldia Pasal -
6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : :

a. ‘telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia paling singkat 3 tahun, Pemerintah Provinsi Jambi sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tﬁun kecua.h ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan; -

b, berkedudukan dalam Wllayah administrasi Pemermtah Prov1n31 J ambl dan
e memiliki sekretariat tetap di Provinsi Jamb1

- (3) Hlbah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
dan bernaung dlbawah suatu orga,msas; mduk d1sa1urkan melalui organisasi
1nduknya :

. ‘Bagian Kedua -

. 1 v " ‘ ' Penganggaran

Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik. Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampalkan
usulan hibah secara tertuhs kepada Gubernur,

Usulan hibah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit-terdiri dari :

a. surat permohonan kepada Gubernur;
b. maksud dan tujuan;
c. nama kegiatan,;
d. jangka waktu kegiatan;.
¢. lokasi kegiatar; dan
: f. rencana anggaran biaya untuk hibah berupa uang atau jumlah dan jenis
‘3 : barang untuk hibah berupa barang | :

@ Gubernur menunJuk QPD terkalt untuk melakukan evaluasi usulan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1). '

1'-(4) Penunjukan - sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

. Keputusan Gubernur. N ‘

s i ( ) Kepala OPD terkait sebagalmana dimaksud pada ayat 3) menyampaikén hasil
: ‘ evaluas1 berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalu1 TAPD

(6) TAPD memberikan pertlmbangan atas rekgmgndam sebagalmana dlmaksud
pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(7) Usulan hibah - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh
pemerintah pusat yang berkedudukan di kabupaten/kota, disampaikan kepada
instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jambi yang
~ selanjutnya meneruskannya kepada Gubernur. '

- (8) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) yang diajukan oleh

masyarakat, wajib diketahui oleh kelurahan/desa dimana kelompok
masvarakat tersebut herada. : '



(9) Badéﬁ dan Lembaga serta 'Organisasi Kemasyarakatan dalam .menyampai'kan '
usulan hibah kepada Gubernur .sebagaimana dimaksud ayat (2), juga
melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(10) ,Rérriberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaiména dimaksud

" dalam Pasal 6 ayat (7), tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang aka.n
dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungm OPD Pemerintah
Provinsi Jambi dan/atau sudah menjadi program dan kegiatan OPD yang akan

_ __dilaksanakan. '

Pvasél 9.

: ,@Rekomendas_i Kepala/?os}.ﬁb' dan ?ertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (5f dan ‘ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi

anggaran hibah dalam rancangan KUA da’nvrancang'an PPAS.

T2y Pencantuman alokasi anggaran- sebagairriana dimaksud pada ayat (1), meliputi

anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

~ Pasal 10

. (1) Hibah berupa uaﬁg dicantumkan dalarn RKA-PPKD.
_(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.

(3): RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan. g .f ' ‘ :

Pasal 11
(1) Hibah befupa uang'sebaga'imana' dimaksud Pasal 10 ayat (1) dianggarkan

~ dalam. kelompok 'l'belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja
hibah, dan Rincian objek belanja hibah pada PPKD. ' :

@) Objek -belanja hibah dan rincian 'ébjek belanja. hibah sebagaimana dimaksud

ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah Pusat ;
" b. Pemerintah Daerah lain; '
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
" d. Badan dan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan
' hukum Indonesia . ' .

(3) Hibah bcnipa barang atau jasa s'ebagaimaiia dimaksud dalam-pasal 10 ayat (2)

" dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam

~ program dan kegiatan, yang diuraikdn kedalam jenis belanja barang dan jasa,
obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang
atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD.. e

~

Pasal 12

; Gubernur mencantumkan daftar nama pehefima hibah, alarnét dan bésara-n hibah

dalam lampiran I}I Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sesuai dengan



(1)

. Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 18:

Pelakéanéan anggar'ah'hibéh berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau Jasa berdasarkan atas DPA- 5

~"OPD.

o Qoo

3)

Pasal 14

Setiap pemberian hibah. dltua.ngkan dalam NPHD yang dltandatangam bersama
oleh Gubernur dan penerima hlbah '

NPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketent}lan
mengenai . o . ' '

- pemberi-dan penerima hibah;
tujuan pemberlan hibah;
besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
hak dan kewajiban;
tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
tata cara pelaporan hibah.

Dalam penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala OPD terkait.

Format NPHD sebagalma_na d1maksud pada ayat. (1) tercantum pada Lampiran I

. Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis

- barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur

2)

(3)

berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD, atas usulan OPD pemberi rekomendasi.

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)’ menjadi dasar

: penyaluran / penyerahan hibah.

Penyaluran /penyerahan hibah darl Pemermtah Provinsi Jambi kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk yang ¢ dilakkan dengan mekanisme pembayaran

langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

' 'Pengadaan barang dan/ atau jasa dalam rangka hlbah sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang- undangan
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Pasal 17

: (1) Pencairan dana hibah dalam bentd Iua_ng dllakukan dengan mengajukan surat -

permohonan pencairan dana oleh penenma hibah kepada Gubernur melalui
OPD pemberi rekomendasi.

(2 Surat Permohonan sebagalmana dnnaksud ayat (1) dengan melamp1rkan antara
lain :
e rencana Anggaran BelanJa (RAB) yang sudah disesuaikan dengan anggaran
- yang tercantum dalam. Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima
dan besaran hibah tahun berkenaan;
b lotocopy - Kartu Tanda Penduduk- (KTP) Ketua Orgar;l,sas&/
" ' Lembaga/Yayasar/Panitia penerima ‘hibah; _ . L
c. fotocopy nomor rekening Bank Jambi atas nama . Organisasi/ -
- Lembaga/Yayasan/ Pamtla penerlma hibah dan tldak atas nama rekening
pribadi; -
d. pakta Integritas;
e. surat pernyataan ta,nggung jawab; - '
struktur kepengumsan terbaru, apabila terjadl pergantlan kepengurusan
organisasi.

(3). Khusus untuk rumah ibadah, persyaratan pencairan dana hibah d1tambahkan '
“surat keterangan keberadaan rumah ibadah dari pemerintah daerah setempat
atau Camat atau KUA atau Lurah atau Kepala Desa. :

(4) Mekamsme penca1ran dana hibah dalam bentuk barang d1proses oleh OPD
terkaut sesuai denga.n ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Format Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lamplran I dan
III yang merupakan bag1an tidak te_xplsahkan darl Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

(1). Mekamsme pencairan hibah sebagaimana dlmaksud ‘dalam Pasal 17 ayat (1)
dilakukan melalui tahapan sebagal berilayt :

a. bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

b. PPK-PPKD menerbitkan SPM sesuai dengan ketentua.n peraturan
perundang-undangan.

(2) Berdasarkan SPP, SPM beserta kelengkapannya, Kuas_a BUD menerbitkan
SP2D dan setelah.dmtonsam d1t¢ruskan‘ke Bank Jambi.

(3) Bank Jambi selaku penyimp'an muang"_ milik Pemerintah "Provinsi Jambi
~“melakukan transfer dana . kepada rekening penerima hibah sesuai dengan
besaran dana yang tercantum dalam SP2D.

-
-

Pasal 19 g

j @ Pencairan hibah dilakukan berdasarkan aloka31 aliran’ kas yang sudah

ditetapkan dalam DPA-PPKD. . .
(2) Pencairan hibah yang d11akukan secara bertahap dan /atau triwulan, maka

o mnirnm tnhhan Aan latarr feianilon heriliidnoa hariie melamnirlzan’ lanaran



Bagian Keempat

{

\gn\%gungjawaban dan Pellaporan Hibah

Pasal 20

'(1) Penenma hibah berupa uang menyampalkan laporan penggunaan hibah kepada
- kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan OPD-terkait. -

(2) Penerima hibah” berupa barang atau jasa menyampalkan laporan penggunaan
hibah kepada kepala daerah melalui kepala OPD terkait.” 2

b
Fs

 Pasal 21

(1) Hibah berupa uang dapat dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan

(2 )Hlbah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja- hlbah
pada jenis belanJa barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD

terkait.
/ \Pasal 22A .

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :
' / usulan/ Proposal dan calon penerlma hibah yang disampaikan kepada

/ Gubernur;

keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerlma H1bah

‘c, NEHD:
iy A/d pakta Integritas dari. penenma hlbah yang - menyatakan bahwa hibah yang
: diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

(/ e. surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima hibah yang menyatakan
. bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
f. bukti transfer-uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukt1 serah tenma

barang/ jasa atas pemberlan hibah berupa barang/jasa.

 Pasal 23

(1) Penenma hibah bertanggungjawab secara formal dan matenal atas penggunaan
hibah yang d1ter1manya :

(2) Pertanggung]awaban penerima - hlbah sebagaumana d1maksud pada ayat (1)
eliputi : ‘ % - :
laporan penggunaan hibah; - | i L :
pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
4/ bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan ‘
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita
Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagalmana dxmaksud nada azat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Gubernur DR b gﬁ patireg

lambat ang

Aitentiilran 1ain cpcrial neratiiran r\Pﬂ'lnd';\hO'-‘l'lndangaIL

.\_



(4) Pertanggungjawabé.n sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf ¢ disimpan
dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. ‘

'(5). Format laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :

huruf a tercantum dalam Lampiran’ IV yang merupakan bagian tidak.
terpisahkan dari Peraturan Gubérnur ini. - ‘ :

Pasal 24

Hibah dalam bentuk -barang dipertanggungjawabkan oleh” penerima - hibah
berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan @ ‘atau
pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, usulan/proposal hibah atau
dokumen lain yang dipersamakan. - : '

-

Pasal 25

(1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sainpai
" dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3), 'OPD
 pemberi rekomendasi wajib memberikan peringatan dengan menyampaikan

peringatan tertulis kepada penerima hibah maksimal 3 (tiga) kali;

% (2) ‘Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti

oleh penerima hibah, maka menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah;

Pasal 26

(1) Realisasi hibah dala.fn bentuk uang dicantumkan pada ’Vlapo‘ran keuangan

pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah Sampai
~ dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam
neraca. - : ' ‘ :

Pasal 27

‘(1) Realisasi hibah berupa barang dan/ atau jasa dikonversikan sesuai Standar

‘Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan

pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. . o :

' (2) Format konversi 'dan pengungké.pa;n hibah berupa barang dany/atau | jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat {1 tercantum pada Lampiran V Peraturan
Gubernur ini. o . A '



BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

( 1) Gubernur dapat memberlkan bantuan 3051a1 kepada anggota/ kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan

' setélah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan plhhan
dengan memperhatlkan asas keadilan, kepatutan, rasmna.htas ‘dan manfaat-
untuk masyarakat.

® ‘ %" - Y- . 4 Pasal29

Anggota/ kelompok masyarakat sebagalmana dimaksud - dalam Pasal 28 ayat (1)
meliputi : : : :

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bldang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain
yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat
darl kemungkman terj adlnya resiko 3031al

Pasal 30

@ Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana
' ' : dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu
.\ : dan/atau keluarga yang dlrencanakan dan yang tidak dapat dlrencanakan
_sebelumnya.

" (2) Bantuan sosial yang -direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

3 Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disatukan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penyampaiannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bag1
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. '

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat °direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi Pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



Bagian Kedua

Kr1ter1a dan Persyaratan Pemberlan Bantuan Sosial

e e e

Pasal 3 1

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaumana dlmaksud dalam Pasal 28 -ayat (1)

sekurang—kurangnya memenuhi kriteria :

a. selektlf v - ’

S

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; —

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan
~ tertentu dapat berkelanjutan; dan - '

d. sesuai tujuan penggunaan. _-

- Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a d1art1kan ba.hwa

" bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk

melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau
diberikan kembali sebagal bantuan kepada pihak lainnya. ¥ '

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi :

a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah Admlmétrauf Pemerintah Prov1n31 Jambi—"

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diartikan bahwa pembeérian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus .
diberikan setiap tahun anggaran -

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diartikan bahwa dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai

‘penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tuluan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dlartlkan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

~a. rehabilitasi sosial; &

b. perlindungan sosial; ~

c. ‘pemberdayaan sosial; -

d. jaminan sosial; « L
e. penanggulangan kemiskinan; dan

f. penanggulangan bencana. —=

Pasal 32

P

; Rehabll1ta31 sosial sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang

. yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya

secara wajar.

Perlindungan sosial sebagalmana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b
dityjukan untuk mencegah -dan menangani resiko dari guncangan dan

 kerentanan sosial seseorang,” keluarga, kelompok masyarakat- agar

kelangsungan hldupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar

- minimal.



@)

b L

Pemberdayaan sosml sebagauma.na dlmaksud dalam Pasal 31l.ayat (6)' huruf ¢
ditujukan untuk . menjadikan seseorang atau kelompok. masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya. .

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6). huruf d

~merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima. bantuan agar

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

! Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6)
‘huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempurnyai
sumber ‘mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak
bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf
f merupakan serangkalan upaya yang ditujukan untuk rehab111ta31

 Pasal 33 o : 'a’

Bantuan sosml dapat berupa uang atau barang yang dlterlma langsung oleh

penerima bantuan s031al

Bantuan sosial berupa uang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah uang
yang diberikan secara langsung kepada penerima. :

‘Bantuan sosial berupa, barang sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah
barang yang diberikan secara larigsung kepada penerima. :

Bantuan sos1a1 tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan

-cakupa.n program dan kegiatan OPD Pemerintah Provinsi Jambi.

éPasa134 p

Ind1V1du dan/ atau keluarga dapat diberikan bantuan sosial yang d1rencanakan
dengan mengajukan usulan/proposal yang mehputl hal—hal sebagal berikut:

a. surat permohonan kepada Gubernur; "

b. rencana anggaran belanja (RAB);

¢ surat keterangan tidak mampu yang dltandatangam oleh pejabat yang

berwenang; v~

fotocopy KTP/Kartu Pela;ar /Kartu Mahasiswa yang masih berlaku; -
fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan; / ;

nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau;

kepada siswa yang tidak mampu namun berprestasi dalam melaksanakan
pendidikan harus melamplrkan surat keterangan aktif~ddri sekolah untuk
SlSW& o : .

Kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintaﬁ dapat diberikan bantuan

-sosial dengan. mengajukan usulan/ proposal yang meliputi hal-hal sebagai

berikut: .

‘surat permohonan kepada Gubernur;

rencana anggaran belanja (RAB); »~

struktur kepengurusan orgamsas1 i/lembaga yang jelas; ~

fotocopy KTP ketua organisasi yang masih berlaku; ~

. surat keterangan keberadaan organisasi/lembaga dari pejabat setempat; =

.



s

(4)
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Bagian Ketiga

Pengangg_ar_ari

Pasal 35

1))Anggota/ kelompok masyarakat menyampajkan usulan tertulis kepada

Gubernur.

/(2)) Gubernur menunjuk OPD  terkait untuk melakukan evaludsi atas usulan

tertulis sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur..

enunjukan sebagaimana dimaksud ~pada ayat (2) _ditetapkan dengan_
eputusan Gubernur. . o . ' ;

Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehyampaikan_hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Gubernur melalul TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

-Pasél 36

Rekémendasi Kepala OPD dan pei'\'timbangan'f TAPD ‘sebagaiman‘a" dimaksud
pada Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran bantuan sos;Lal dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Setelah KUA dan PPAS ditetapkan tidak ada lagi penambahan jumlah calon
penerima dan alokasi anggaran untuk bantuan sosial.

. Pencantuman alokas1 anggaran sebageumana d1maksud pada ayat (1), meliputi

' anggaran bantuan sosial berupa uang dan /atau barang.

‘Pasal 37

Bantuan sosial berupa ueing dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD.

RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan
perundang-undangan. 2y

Pasal 38

Bantuan sosial berupa uang sebageumana dlmaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan

sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial
pada RKA PPKD. :

Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimkasud ayat (1) meliputi : '

a. Individu/dan atau keluarga ; '

b. Masyarakat ; dan |



'(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam .
program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa,

- obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial
barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD terkait.

A Pasal,S_Q)’

@daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial . dicantumkan
' dalam lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak
termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya. ‘ o N :

(2) Format lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana:dimaksud:pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran VI Peraturan Gubernur ini, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

'

Bagian Keempat
' Pelaksanaan dan Penatausahaan

\-

Pasal 40

'(1) Pelaksanaan Aanggarafl bantuxan ‘sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-

PPKD. o - Fe - : M :

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-
- OPD, ’ o : )

“
¢

P_asalk 41

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Gubernur - berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, atas usulan OPD pemberi
rekomendasi. : T

' (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
" bantuan sosial yang tercantum :dalam Keputusan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30. : ' ) ; -

(3) Penyaluran/penyerahan bantuarn- sosial kcpét,da individu dan/atau keluarga
- yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
didasarkan pada permintaan tertulis dari individu .dan/atau keluarga yang
 bersangkutan atau surat keterangan pejabat berwenang dalam mendapat
persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh OPD terkait.

(4) Pényalufan/penyerahan bantuan sosial berupa yang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima. : »

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang diberikan dengan nilai sampai dengan
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka penyaluran/penyerahannya dapat



—

(6)

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial sebagéi_mana‘dirnaksud pada ayat (4)

. dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang dan dibubuhi

meterai secukupnya.

5 Pasal 42.

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian bantuan sosial sgbggahnana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2} berpedoman pada peraturan - perundang-

&

(2)

'un.dangan. :

Pasal 43 _ o |

Pencairan déna bantuan sosial- khususnyd dalam bentuk uang, dilakukan
dengan mengajukan surat pérmohonan pencairan oleh penerima bantuan sesial
kepada Gubernur melalui OPD pemberi rekomendasi. :

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Se’?agaj
berikut: . ) ' !

a. rencana anggaran belanja yang _sudah,disesuéikan dengan angga_ran"yang

tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima .daxn
besaran bantuan sosial tahun berkenaan; :

' b. susunan struktur kepengurusan organisasi terbaru;

fotocopy KTP ketua organisasi terbaru; .

G : :
d. fotocopy nomor rekening - Bank Jambi atas nama  organisasi/

. yayasan/lembaga, bukan atas nama pribadi; -
e. pakta integritas dari penerima bantuan;.- dan
f. surat pernyataan tanggungjawab.

OPD pemberi rekomendasi setelah mengevaluasi. kclﬁ:ngkapan administras
yang dipersyaratkan, selanjutnya men_eruskan ke Badan Keuangan Daeral
melalui Bidang Anggaran.:© = ' ' ! .

Mekanisme pencairan bantuan sosial yang direncanakan khususnya dalan
bentuk barang,:diproses oleh OPD terkait berdasarkan ketentuan- peraturai
perundang-undangan. ' '

Format pakta integritas, surat pernyataan belum pernah. menerima bantua;
sosial pada tahun sebelumnya .dan surat pernyataan tanggung . jawa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf ¢ dan huruf f tercantum dalar
Lampiran VII, VII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan daj
Peraturan Gubernur ini. _ ¥

Pasal 44

Pencairan dana bantuan sosial' yang tidak-dapat diréncanakan ‘sebelumny

dilakukan dengan mengajukan ‘surat permohonan pencairan oleh’ calo

penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui OPD terkait.

QPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengaji'l Keputusan Gubernur.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada eiyeft (1) dilampiri sebag
berikut: ' n
a. Surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang (lure

- dan/atau camat); : -
b. Fotocopy KTP yang masih berlaku; ‘

el m b milimil v~ Aarvra e A



(4)

Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), baru dapat direalisasikan .
setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan/ atau pejabat yang
berwenang

Pasal 45

Mekanisme pencairan bantuan SOSlal sebagaumana dimaksud dalam Pasal 43
dan Pasal 44 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

* . a. bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapl ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;

- b.  PPK-PPKD - selanjutnya menerbltkan SPM sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, Kuasa BUD. menerb1tkan SP2D
dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Jambi.

Bank Jambi selaku penyimpan uang milik Pemerlntah Daerah melakukan
transfer dana kepadasrekening penerima bantuan sosial sesual dengan besaran
dana yang tercantum dalam SP2D o v \ | '

Baglan Kelima
Perta_nggung]awaban dan Pelaporan Bantuan Sos1al

-Paséi 46

Penerima bantuan sosml berupa: uang menyampalkan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada OPD
terkait.

" Penerima bantuan sosml berupa barang menyampaikan laporan penggunaan

bantuan sosw.l kepada Gubernur melalui kepala OPD terkait.

Pasal 47

‘Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai reallsa31 jenis belanja . bantuan

sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. :

Bantuan sosial berupa barang ‘dicatat sebagal realisasi obyek belanja bantuan
sosial padajenis belanJa barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada
OPD terkait. :

Pasal 48

PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan +sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) pa.hng lambat tanggal S Januarl tahun

anggaran berikutnya.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penenma _
alarnat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu
dan/atau keluarga.



I&

‘Pasal 49

Pertanggungjawaban  pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi: ‘ ' v = =

a. usulan/proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;

b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; -

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yvang diterima akan digunakan sesuai’ - dengan
usulan/proposal; dan - - '

"~ d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang, atau bukti

AL

(1)

serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada éyat (1) huruf b dan huruf c
dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya. . ;

Pertanggungjawaban bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. nota persetujuan dari Gubernur dan/ atau pejabat .yang'berwenang; dan
b. tanda terima uang beserta rincian peruntukan penggunaannya

Pasal 50
‘ . \, ) .
Penerima bantuan sosial-bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

‘b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial

yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; .

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan

~ perundang-undangan -bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa
barang; dan’ :

d. dokumentasi jika bantuan sosial dalam bentuk fisik.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

-disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan. : S '

Perta:'lggungjawabah sebaga_irrié:ha dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ disimpan
dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 51 ~

Apabila penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan
dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 &yat (2), OPD pemberi
rekomendasi wajib memberikan peringatan dengan menyampaikan peringatan
tertulis kepada penerima hibah malksimal 3 (tiga) kali. |

Apabila pe.ringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklénjuti
oleh penerima bantuan sosial, meka menjadi tanggungjawab penuh penerime
bantuan sosial. : »



(1)

@)

. Gubernur ini.

Pasal 52

Realisasi bantuan sosial dlcantumkan pada Laporan Keuangan Pemermtah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial bempa barang yang belum diserahkan kepada penerlma
bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan
sebageu persedlaan dalam neraca. :

Pasal 53

Realisasi bantuan sosial . berupa barang dikonversikan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan dlungkapkan_
pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. :

Format konvers1 dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
sebagalmana ~dimakstid ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan

1l

| = B.A\B v
MONITORING DAN EVALUASI

Pasai 54 o

Momtormg dan evaluasi terhadap pemberlan hibah dan bantuan sosial
dilakukan oleh OPD ‘terkait bersama BAKEUDA. -

Hasil momtorlng dan evaluasi sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi
Jambi.

Inspektur Provinsi Jambi dapat rhelaksanakan pcmeriksaan khusus/tertentu
atas belanja hibah dan bantuan sosial serta mencantumkan rencana audit
dalam program kerja pengawasan tahunan

. ..Paga] 55

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) terdapat adanya penggunaan hibah atau
bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima
hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenaken sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BABV

'KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56
(1) Pengesahan badan huku.m sebagalmana dlmaksud dalam Pasal: 6 ayat (7)
dikecualikan terhadap , _
"a. Organisasi. Kemasyarakatan yang telah berbadan - hukum sebelum

" berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai. dengan Undang—Undang
Nomor 17 Tahun 2013; -

Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum " berdasarkan
Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan
Hukum (Rechtspersoonlijkheid van' Vereenigingen) yang berdiri sebelum
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten
mempértahankan * Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap d;akul
keberadaan dan kcsejarahannya sebagai -aset bangsa, tidak perlu
melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013;

Organisasi kemasyarakatan ya.ng\telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar

- yang sudah diterbitkan sebelum’ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013,

tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga

' Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing
- yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

‘tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial
Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanja.ng telah dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2017 dan tclah sesuai dengan ‘ketentuan dalam
Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
'KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57 .

-~

‘Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi

Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan: dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Prov1ns1 Jambi dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. -



~ Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan.

‘Agar setiap drang mengetahuinya, fnemcrintahkan< pengundangah Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. '

 Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Agustus 2017
- GUBERNUR JAMBL,_

%,

¥
&

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 7 Agustus 2017. - .

Pi. ¥ EKRET ARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 26



LAMPIRAN I : '

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
- HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

: . Format Naskah Perjanjlan Hlbah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang tunal

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI- JAMBI
' DENGAN
(LEMBAGA PENERINMA HIBAH)
: TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA (LEMBAGA PENERIMA HIBAH) )
| TAHUN ovierereee e i
NOMOR ' cooveeeeeunieuseesaseemscsns
. NOMOR i tovsgessnmmprcee
:Pada' hari ini ... tanggal .... bulan ...... tahun ...... ( coeeneene ) YaANG bertanda tangan di

- bawahini:

1. NAMA KEPALA OPD PEMBERI : Kepala ORD Pemberi  Rekomendasi,
REKOMENDASI o - _berkedudukan di Jalan ................. , dalam
_hal ini bertindak untuk dan atas nama-
Pemerintah ~Provinsi Jambi, selanjutnya

- disebut PIHAK PERTAMA.

2. NAMA PENERIMA"HIBAH T eEssvssissevsr sy SRS TR berkedudukan
: Y di Jalah ..orvescssmimemamsen , dalam hal ini
bertindak untuk -dan ~ atas nama
........................ (Lembaga Penerima Hibah)

B selanjutnya dlsebut PIHAK KEDUA.

‘PlHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA secara bersama-sama dalam hal ini disebut
PARA PIHAK, sepakat dan setuju unfuk membuat dan menandatangani Perjanjian
Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagal berlkut

Pasil. 1 - -
e DASAR PELAKSANAAN
o ok RS W
B e ——————————
e e e e i A O SERR SRS



@

. Pasal.2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk mendukung
dan membiayai kegiatan (Lembaga-Penerima Hibah) pada Tahun Anggaran berkenaan
serta melengkapl persyaratan dalam pembenan dana hlbah :

Pasal 3
BENTUK HIBAH

) ‘PIHAK PERTAMA akan memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar
B i oith S Bt 17 (s st R s i i v aiones ,-) dalam bentuk Uang.

Pasal. 4
S . RUANG LINGKUP

Ruang hngkup Perjanjlan Hlbah Daerah ini, meliputi :

- Proposal dalam bentuk usulan program dan kegiatan yang akan dllaksanakan

~ dengan menjelaskan tentang Visi, Misi, TUJuan dan Rencana Anggaran Biaya
Kegiatan yang diserahkan kepada Gubernur Jambi melalui PIHAK PERTAMA.
(2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban kegiatan (Lembaga Penerima Hibah). |

'\'-

| Pasal.5
“HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Belanja Hibah kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp 00.000.000,- (........ ,-) yang telah dianggarkan melalui dana APBD
Provinsi Jambi Tahun Anggaran . . . . dengan pola«sistem pencairan dana sekaligus‘
atau melalui 1 (satu) tahapan”;

(2) PIHAK KEDUA berhak menerima belanja htbah sebagaimana yang telah
dianggarkan melalui APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran . . . . sesuai dengan
- tahapannya dari PIHAK PERTAMA;

(3) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan
belanja dana hibah dari PIHAK KEDUA ;

~ (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

a. Melaksanakan penggunaan belanja dana-hibah dan melaporkan pada akhir

tahun anggaran berjalan sesual dengan ketentuan perundang -undangan yang
.. berlaku.

b. Bertanggungjawab sepenuhnya baik formil dan materil dan fisik maupun
keuangan terhadap penggunaan belanja dana hibah sesuai dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - _

c. Membuat dan meényampaikan taporan pertanggungjawaban penggunaan

- belanja dana hibah Tahun Anggaran . . . . sesuai dengan peruntukkannya.

d. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa

hibah yang diterima telah digunakan sesuali dengan Ngskah Perjanjian Hibah
Daerah. .

~

Pésal. 6
TATA CARA PENYALURAN BELANJA HIBAH

@) Belanja dana hlbah untuk keglatan (Lembaga Penerima Hibah) pada Tahun

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn P S .t PR PR £ PR Pty | PP PR S



(2) Belanja dana hibah d_im.aks'ud telah’ dianggarkén melalui APBD Provinsi Jambi

Tahun Anggaran berkenaan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran berkenaan dengan kode rekening

e, Belanja Hibah kepada (Lembaga Penerima Hibah);

@)

Belanja dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan cara

mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

" kepada rekening (Lembaga Penerima Hibah) pada Bank ............. . dengan
- Nomor Rekening ......ccceveeeennnenne X ' ' ‘ ‘

4

)

)

Pencairan dana hibah dimaksud dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani PARA PIHAK.

'b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pihak Kedua.

Pasal. 7 . ‘
TATA CARA PELAPORAN

-

PIHAK KEDUA harus membuat "Proposal dalam bentuk usulan Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, .
Jadwal Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang disampaikan kepada.
Gubernur Jambi; : C.
PIHAK PERTAMA akan memberikan dana Hibah kepada PIHAK KEDUA setelah
Proposal yang diajukan PIHAK KEDUA telah disetujui oleh Gubernur Jambi, guna

. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan PIHAK KEDUA ;

(3)

PIHAK KEDUA sebagai penerima dana Hibah dari PIHAK PERTAMA akan
mempertanggungjawabkan dana Hibah sesuai dengan peraturan perundang-—

undangan yang berlaku  dan berkewajiban melengkapi pertanggungjawaban dalam

. bentuk : : -

(4)

a. Laporan Realisasi'Penggunéan Dana.
b. Bukti - bukti Pendukung Lain Yang Sah.

Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang
diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD. :

PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA




LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

. NOMOR 26 TAHUN 2017 L
TENTANG TATA CARA PEMBERIA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH
NOMOR : '
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama R L e |
Jabatan E % i
Alamat . Epaias

Bahwa sesuai dengan Peraturan‘l\llen't‘eri Dalam Ne.geri Nomor 32 Tahun '

- 2011 tentang Pedoman Pemberian -Hibah dan Bantuan Sosial yang. bersumber
-dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali ‘terakhir dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiak Pemerintah Provinsi Jambi, dengan ini
menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah
Provinsi Jambi Tahun Anggaran ... akan bertanggungjawab mutlak terhadap-
penggunaan dana belanja hipah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang

ditandatangani bersama antara Gubernur Jambi dengan kami sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. . . oo e _
Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan

-dana belanja hibah sehingga kemudian ‘menimbulkan kerugian negara, maka kami -

bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah

' Provinsi Jambi serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, ' o

Demikian pakta integritas inj dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup

~ untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan, .

Meterai . o
«| Rp.6.000 - T

(Nama terang dan Stempel)

kY

- GUBERNUR JAMBL,




LAMPIRAN III |

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya
Nama

Tempat dan tanggal lahir
Pekerjaan

‘Jabatan dalam Lembaga

Alamat Rumah 5
Alamat Lembaga

Sesual dengan naskah hibah yang telah dltandatanganl bersama antara kami
dengan Gubernur Jambi, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima
dari hibah Pemenntah Provinsi Jambi telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan
tujuan pemberian hibah dimaksud, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan dana
hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh
rasa tanggung jawab. ,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterax cukup

" . untuk dipergunakan sebagalmana mestinya.

Nama Organisaéi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan, __

Meterai
Rp. 6.000

.......................................

_(Nama terang dan Stempel)

.., GUBERNUR JAMBI,




LAMPIRAN v
PERATURAN GUBERNUR JAMBI

" NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL '

FORMAT : LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA'HIBAH'/BANTUAN SOSIAL
LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HlBAHIBANTUAN SOSIAL

NAMA ORGANISASI :.......

NO. URAIAN — JUMLAH . REALISASI ] SISA DANA
 URUT | KEGIATAN | PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp. . Rp)

\-
Jumiah Gl - e TRp. Rp..
Nama OrgahisasilLerr_ibaga/LSM o
Ketua/Pimpinan,
%) Coret yang tidak perlu (Nama terang & Stempel)

R Z;,UMI ZOLA_ZULKIFLI

.‘j;m...w? 5
R



LAMPIRANV N
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 26 TAHUN 2017 - ‘
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

: FORMAT .
KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
- SERTA BANTUAN SOSlAL BERUPA BARANG '

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN OPD

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
S « < » ER— s |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN -

¥

: ' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....
(dalam rupiah)
e A o, v |. Anggaran : .
' NG;Z‘;T : ' Uraian | Setelah Realisasi - (é‘sz?:g)
: : ' Perubahan
1 Pendapatan , ,
11 Pendapatan Asli Daerah
i Pendapatan Pajak Daerah .
.32 Pendapatan Pajak Retribusi Daerah
113 Pendapatan Hasil Pengelolaar Kekayaan
MR Daerah Yang Dipisahkan
1114 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
; " Jumlah |-
B, | Belanja
el 2.1 Belanja Tidak Langsung ~
Q A viiy Belanja Pegawai
/ xR Belanja Langsung’
2t Belanja Pegawai
222 | Belanja Barang dan Jasa
e - Hibah barang/jasa yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat
- Bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak .
ketiga/masyarakat - v . -
- Barang/jasa selain hibah dan bantuan
sosial
228 Belanja Modal _
Jumlah .
Surplus/Defisit | Y




. ‘l.

FORMAT LAPORAN REALISAS! ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...
(dalam ruplah)

No
Urut

“Uraian

Anggaran
Setelah
Perubahan

Realisasi

. Lebih

| Pendapatan

(Kurang)

Dana Perimbangan

. Dana Baqi Hasil -

Dana Bagi-Hasil Pajak

JUNE N NI\ IS N BN\ L N
[S1NTNYN
Nof=]

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

GOINO

Dana Alekasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -
Pendapatan Hibah

o Al
Lo LO1L L N[N
WN|—

- Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya

EE Y
o
S

Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus

1.3.95-

Bantuan Keuangan dari Provingi atay
Pemerintah Daerah lainnya ‘

Jumlah Pendaoat

Belania

‘Belanja Tidak Lanasuna

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

‘Belanja subsidi

Al alalalasi—s

_Belanja Hibah

- Belanja Bantuan Sosial

Belanja Baqj Hasil

Belania Bantuan Keuangan

Belania Tidak Terduga

Mo IR0 R0 [ o o o ro o

oo [~ o o o f—

N {2 2|

Belanja Modal
e Jumlah Belanja

_SURPLUS/(DEFISIT)
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lil.  FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALlSASl ANGGGARAN PEMERINTAH
" PROVINSI JAMBI ‘

'A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI '

Mo Uraian PATAER | SATKER | ppKD | GABUNGAN
1 Pendapatan :
2 Pendapatan Asli Daerah ;
4 -Pendapatan pajak daerah XXX XXX XXX
¢ Pendapatan refribusi _daerah poa.4 XXX fy XXX
ks Hasil pengelolaan kekayaan daerah ' :
yang dipisahkan . el IR
6 Lain-lain PAD yang sah K XXX | XXX XXX
7 Jumlah Pendapatan AsliDaerah | -xxx XXX XXX
8 -~ | Dana perimbangan - XXX b 0,0,
&) | Lain-lain pendapatan yang sah . - : ] XXX XXX
1o, Jumiah pendapatan _ xxx XXX XXX XXX
. 1 Belanja ' B ;
“ - {2 | Belanja Tidak Langsung_ XXX XXX XXX XXX ‘
v 24 Belanja Pegawai ' XXX | XXX XXX
122 -1 Bungs ;- | XXX | o XXx
12.3 Subsidi - ' ' - o0 X%
124 Hibah ' ' - - XXX XXX .
N2 _Bantuan Sosial N - XXX - XXX
28 Belanja Bagi Hasil ' ' XXX XX
12.7 Belanja Bantuan Keuangan XXX_ XXX
12.8 Belanja Tidak Terduga . oxxx XXX _
13 BelanjaLangsung © XXX xxx_- |- XXX
13.1 | Belanja pegawali XXX XXX | XXX
13.2 Belanja Barang dan Jasa T XXX XXX
13.2.1 | Belanja Hibah Barang ; XXX XXX XXX
13.2.1.1 | Hibah Barang/Jasa yang diserahkan X% XXX - XXX
: kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - : ; '
[13.2.2° | Belanja Bantuan Sosial Barang XXX XXX XXX
; 13.2.2.1 | Bantuan Sosial Barang yang - o
-~ | diserahkan kepada Pihak ~ - XXX | 0 XxX XXX
' . A - | Ketiga/Masyarakat ‘
T " 113.2.2.2 | Belanja Barang yang diserahkan
' : untuk diserahkan kepada Pinak -
Ketiga/Masyarakat selain hlbah dan L 18
bantuansosial*) |
13.2.3 S:;a;rllgfjasa selain hibah dan bantuan - - -
133 Belania modal - XXX oS S W XXX
14 Jumlahbelania | xxx . XXX 7 XXX | XXX
15 : ~ Surplus/defisit |- xxx XXX XXX XXX
16 Pembiayaan daerah ' :
17 Penerimaan pembiayaan . XXX XXX
18 Penqeluaran pembiayaan . g b XXX XXX
19 Pembiayaan neto B Loxx Lo
- R0 Sisa lebih pembiayaan tahun ' }
. | berkenaan ( SILPA ) | | : R B




B KONVERSI! HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL
'BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH

PROVINSI JAMBI .
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Subsidi
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‘Belanja Langsung
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Belanja Barang dan Jasa

1) Hibah barang/jasa
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kepada pihak
ketiga/masyarakat
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dan 2)
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sosial |

kepada |
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14

Jumlah belanja

15

“Surplus/defisit

20

Pembiayaan daerah

= W4

Penerimaan pembiayaan

18

Pengeluaran pembiayaan

39

Pembiayaan neto

- 20

Sisa lebih pembiayaan
tahun berkenaan (SILPA)

AR

‘ Uraian
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
»| Pendapatan pajak daerah Xxx
»| Pendapatan retribusi * daerah Xxx
g Hasil pengeldlaa{l kekayaan ¥iem .
daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah Xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Xxx
"Dana transfer Xxx
Lain-lain pendapatan yang XXX
sah
Jumlah pendapatan XXX
Belanja |
Belanja Operasi - Xxx
—»/ Belanja Pegawali Xxx
Belanja Barang XXX
" Bunga Xxx
* Subsidi Xxx
Hibah Xxx
Bantuan Sosial XXx
| Belanja Modal Xxx -
Jumiah belanja Xxx
Surplus/defisit Xxx
Pembiayaan daerah i
—|——»{ Penerimaan pembiayaan XXX
' +| Pengeluaran pembiayaan Xxx
Pembiayaan neto XXX
Sisa lebih pembiayaan XXX

tahun berkenaan (SILPA)

_QUBERNUR JAMB],




LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 26TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PEN ERIMA ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH

YANG DITERIMA

No. NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH o)

i s B 4
5 2. v : ;

3.

4. -

Dst.
N SR &UBERNUR JAMBI
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' LAMPIRAN VII .
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL
| NONOR : B .

‘Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

~ Jabatan

Alamat

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

- 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber.
' dari Anggaran Pendapatdn dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor ........ Tahun 2017 tentang

Tata Cara Pemberian Hibah dan’ Bantdan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi,

dengan ini. menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial dari
Pemerintah Provinsi- Jambi. Tahun Anggaran .... akan bertanggung jawab mutlak

terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan proposal
kami-yang disetujui Gubernur Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

“yang berlaku..

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan
dana bantuan sosial sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami
bersedia mengganti dan menyetorkan -kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah
Provinsi Jambi serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. :

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenarmya dan bermaterai cukup

- untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. o

" Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

,Me_terai
Rp. 6.000
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LAMPIRAN VIII _
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 26 TAHUN 2017 :

. TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL '

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BANTUAN SOSIAL '

Yahg bertanda tangan di bawah ini saya

Nama

F Tempat dan tanggal lahxr

Pekerjaan
Jabatan dalam Lembaga
Alamat Rumah
Alamat Lembaga - >

,,  Sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Gubernur Jambi, dengan ini
kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah.
Provinsi Jambi telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui
Gubernur Jambi, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial

dimaksud. : | .,

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh

rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup

untuk dipergunakan sebagaimana mestlnya

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

M_eterai
‘Rp. 6.000




